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Bank Indonesia

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Kepatuhan dan Informasi Sistem Pem-
bayaran Bank Indonesia

Gedung D Lantai 3

Jalan M.H. Tharmrin No. 2

Jakarta 10350

Ketentuan angka IX diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:

1. Peserta pengirim yang tidak memenuhi ke-
wajiban pengiriman DKE Transfer Dana se-
bagaimana dimaksud dalam butir I1.B.2.a.2)
dikenakan sanksi kewajiban membayar se-
bagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank In-
donesia yang mengatur meﬁgenai penyeleng-
garaan transfer dana dan kliring berjadwal.

2. Peserta penerima yang tidak memenuhi ke-
wajiban penerusan dana kepada nasabah pe-
nerima sebagaimana dimaksud dalam butir
II.C.1.b.1}) dikenakan sanksi kewajiban mem-
bayar sebagaimana dimaksud dalam keten-
tuan Bank Indonesia yang mengatur menge-
nai penyelenggaraan transfer dana dan kliring
beriadvyal. :

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

3. Pengenaan sanksi kewajiban membayar se-
bagaimana dimaksud dalam angka 1 dan ang-
ka 2 dilakukan paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak periode pemantauan berakhir,
dengan cara mendebit Rekening Setelmen
Dana Peserta atau Rekening Setelmen Dana
Bank Pembayar.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku
pada tanggal 2 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd,
BRAMUDIJA HADINOTO
KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

(BN )

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN

JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA
PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN PERPAJAKAN

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 39/PMK.03/2016, tanggal 22 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa ketentuan mengenai rincian jenis data dan
informasi serta tata cara penyampaian data dan
informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data

Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data ]
Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpaja-
kan sebagaimana telah beberapa kali diubah tera-
khir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
191/PMK.03/2014;

b. bahwa terhadap instansi pemerir].tah, lembaga,
asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyam-
paikan data dan informasi yang berkaitan dengan
perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan
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{ RINCIAN JENIS DATA DAN

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH -

Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam
huruf a terdapat perubahan jenis data dan infor- |
masi yang harus disampaikan dan penambahan

instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak |

lain;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat
{2} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/
PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan
Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data |
Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan |
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/ |
PMK.03/2014, penambahan instansi pemerintah,
lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian
jenis data dan informasi dilakukan dengan men-
gubah Peraturan Menteri Keuangan dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Men-

teri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang |
Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara :

Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan
Dengan Perpajakan; '

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013
tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata
Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkai-
tan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuan- |

gan Nomor 191/PMK.03/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE- |

RUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG ‘
INFORMAS| SERTA |
TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI
YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN. |

Pasal | ‘

Mengubah angka 2, 28, 30, 37, 38, 40, 41,

54, 55, dan 59 serta menambah 6 {enam) angka yai- ‘
tu angka 62 sampai dengan angka 67 pada kolom |

| 1 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ ‘

PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Infor-
masi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Infor-
masi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana
telah diubah dengan:

1. .Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.

03/2013; .

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 95/PMK.
03/2013;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK,
03/2013; dan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.
03/2014,

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal Il .

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia. g
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MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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